
BUPATI WONOSOBO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR ~ TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2020 
TENTANG PENATAAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA 

KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN 
WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

Menimbang: 

Mengingat: 

DI KABUPATEN WONOSOBO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOSOBO, 
a. bahwa pelaksanaan kampanye menggunakan alat peraga 

kampanye berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, 
ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan, 
keindahan, ketentraman perlu mengatur lokasi dan pemasangan 
alat peraga kampanye; 

c. untuk menyesuaikan dinamika perkembangan pera turan 
perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan 
kampanye maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Penataan Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat 
Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum, Pemilihan 
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil 
Bupati di Kabupaten Wonosobo perlu diubah; 

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a • huruf b dan huruf c perlu menetapkan Pera turan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Lokasi Kampanye Dan 
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum, 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati 
Dan Wakil Bupati di Kabupaten Wonosobo; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben tukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 
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2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5189); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679): 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Ten tang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 109); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo 
Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pemberian Nama Jalan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 15 Tahun 
1987 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 5 Tahun 1987 
tentang Pemberian Nama Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Nomor 8); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 
Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabu paten 
Wonosobo Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo 
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2017 
ten tang Ruang . Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4); 
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17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Penggunaan Alun-Alun (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo 
Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Penggunaan Alun-Alun (Berita Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3); 

18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Reklame (Serita Daerah Kabupaten Wonosobo 
Tahun 2014 Nomor 34); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
SUPATI WONOSOBO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN 
LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE 
PESERTA PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUSERNUR DAN WAKIL 
GUSERNUR, PEMILIHAN SUPATI DAN WAKIL BUPATI DI 
KABUPATEN WONOSOBO 

Pasall 
Seberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Penataan Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta 
Pemilihan Umum, Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Pemilihan Supati Dan 
Wakil Bupati Di Kabupaten Wonosobo (Serita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 
2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 
35, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerin tahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Supati adalah Bupati Wonosobo. 
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan 

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
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5. Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah 
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota 
untuk memilih Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 

6. Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Peserta Pemilu adalah 
Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan 
Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

7. Peserta Pemilihan adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubemur yang 
diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang 
mendaftar atau didaftarkan di Kornisi Pemilihan Umum Provinsi atau Calon 
Bupati dan Calon W akil Bupati serta Calon W alikota dan Calon W akil 
Walikota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau 
perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota. 

8. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebu t KPU 
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, 
dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang- undang pemilihan 
umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 

9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi 
adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. 

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU 
Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo. 

11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia 
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan 
di tingkat Kecamatan atau nama lain. 

12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia 
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan 
di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 

13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 
KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan 
pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 

14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga 
Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

15. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut 
Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang 
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi 
Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 
mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam 
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 
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16. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut 
Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang 
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten 
Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 
mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam 
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan W akil Bupati 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 

17. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu 
Kecamatan adalah Panitia yang di bentuk oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota 
untuk mengawasi Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan di wilayah Kecamatan. 

18. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa yang selanjutnya disebut 
Panwaslu Kelurahan/ Desa adalah Petugas untuk mengawasi 
Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kelurahan/ Desa. 

19. Dihapus. 

X>. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas 
TPS adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk 
membantu Panwas Kelurahan/Desa. 

21. Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR terdiri atas pengurus partai politik 
peserta pemilu DPR, calon Anggota DPR, juru kampanye pemilu, orang 
seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR. 

22. Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus 
partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi, calon Anggota DPRD Provinsi, 
juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh 
peserta pemilu anggota DPRD Provinsi. 

23. Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas 
pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/ Kota, calon Anggota 
DPRD Kabupaten/ Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang dan 
organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/ 
Kota. 

24. Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, 
orang seorang, dan organisasi yang di tunjuk oleh peserta pemilu anggota 
DPD. 

25. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang 
ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan 
visi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta Pemilu. 

25. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan 
untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program 
Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. 

'Zl. Tim Kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon 
bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 
mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang 
didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten. 

2.8. Tim Kampanye Pemilihan adalah tim yang dibentuk oleh Calon Gubernur dan 
Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai 
politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik, 
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gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan 
di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

29. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia 
yang memenuhi syarat sebagai Pernilih. 

3:>. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat 
visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan 
Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk 
mengajak orang memilih peserta pemilu dan peserta pemilihan, yang 
difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang didanai 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan dibiayai sendiri oleh peserta pemilu dan peserta pemilihan. 

31. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memua t visi, 
misi, program peserta pemilu dan peserta pemilihan, simbol, atau tanda 
gambar yang disebarkan untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk 
mengajak orang memilih peserta pemilu dan peserta pemilihan, yang 
difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang didanai 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan dibiayai sendiri oleh peserta pemilu dan peserta pemilihan. 

32. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum 
yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 

33. Lokasi Kampanye adalah gedung dan/atau tempat terbuka yang dapat 
digunakan untuk menyelenggarakan Kampanye pertemuan terbatas, tatap 
muka dan rapat umum dengan ketentuan mampu menampung jumlah 
maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan rapat 
umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. 

34. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

35. Kantor Pemerintah Desa/ Kelurahan adalah ruangan yang digunakan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan desa/ kelurahan dan pelayanan 
administrasi desa/ kelurahan secara rutin oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan 
Perangkat Desa/ kelurahan, di luar balai desa/ kelurahan. 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat 
yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 
(1) Media yang digunakan sebagai Alat Peraga Kampanye meliputi : 

a baliho / billboard/ videotron; 
b. umbul-umbul paling; dan/ atau 
c. spanduk. 

(2) Media yang digunakan sebagai Bahan Kampanye meliputi: 
a selebaran; 
h brosur; 
c. pamflet; 
d poster; dan/ atau 
e. stiker. 
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(3) Peserta Pemilu atau Pemilihan, Pelaksana dan/ atau Tim Kampanye 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang memasang alat peraga 
kampanye wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pemasangan alat 
peraga kampanye dan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

(4) Ketentuanjumlah dan ukuran alat peraga dan bahan kampanye sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 5 
(1) Lokasi yang dilarang dalam hal Kampanye diselenggarakan dengan cara 

pertemuan terbatas, tatap muka dan/ a tau rapat umum meliputi : 
a . tempat ibadah; 
b . gedung sekolah atau lembaga pendidikan formal dan non formal; 
c. rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan; 
d. kantor Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/ Kelurahan; 
e. pendopo Daerah; 
f. alun-alun di Daerah; 

g. taman dan obyek wisata yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah; 

h . terminal; dan/ atau 
1. gerbang mandala wisata. 

(2) Dihapus. 

(3) Penyelenggaraan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mematuhi prosedur perizinan dan pembiayaan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau prosedur perizinan dan pemb1ayaan 
pihak yang berwenang terhadap Lokasi Kampanye. 

4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan satu BAB dan satu pasal yakni BAB VA 
dan Pasal 7a sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB VA 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7a 
Dalam hal kampanye diselenggarakan dalam masa bencana non alam, 
pelaksanaan kampanye dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal II 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggal 

RIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

di Wonosobo 

BERITA DA RAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NO MOR C., 0 


